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PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN 
 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah 

hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonsia No. 158 tahun 1997 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. 

Translitrasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang 

belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke 

dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus 

besar bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu 

adalah sebagai berikut:  

A. Konsonan 

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan 

sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini 

daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan ttik di atas) ذ

 Ra R er ر

 Zai Z zet ز

 Sin S es س
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 Syin Sy es dan ye ش

 Sad S es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain  G ge غ

 Fa F ef ف

 Qaf Q qi ق

 Kaf K ka ك

 Lam L el ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah . apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Vokal 

Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal panjang 

 a = أ  a = أ

 i = ي  ai = ي  i = أ

  u = أ و  au = أ و        u = أ

 

C.  Ta Marbutah 

Ta Marbutah dilambangkan dengan  /t/ 

Contoh: 
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 ditulis mar' atun jamilah  مرأة جميلة

Ta Marbutah dilambangkan dngan /h/ 

Contoh: 

   .ditulis fatimah   فاطمة

D. Syaddad (tasydid, geminasi) 

        Tanda gminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf 

yang dibri tanda syaddad tersbut. 

Contoh:  

 ditulis Rabbana  ربنا 

E. Kata sandang (artikel) 

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

Contoh: 

 ditulis asy-syamsu  الشمس 

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyaah” di transliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/  diikuti terpisah dari kata yang 

mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan. 

Contoh: 

 ditulis al-qamar   القمر 

F. Huruf hamzah 

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, 

jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu 

ditransliterasikan dengan spotrof /’/. 

Contoh: 

 ditulis umirtu   أمرت  

 ditulis syai’un شيء
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MOTTO 

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وقََبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكرَۡمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ 

 أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

        Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 

paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara 

kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S Al-

Hujurat [49]: 13) 
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ABSTRAK 

 
Nuriyah Muhlisin Nalahudin, 2011115074, Praktik Perwalian Nikah Bagi 
Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Studi kasus di KUA 
Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, 
Fakultas Syari'ah, Strata Satu (S1), Universitas Islam Negeri KH. 
Abdurrahman Wahid Pekalongan. 2022. Pembimbing Dr. H. Mohammad 
Hasan Bisyri, M.Ag. 
 

Wali nikah bagi anak perempuan hasil dari pernikahan siri adalah polemik 
bagi Kantor Urusan Agama, dikatakan polemik atau masalah karena pernikahan 
nikah hamil yang mana menjadikan anak perempuan yang lahir kurang dari enam 
bulan setelah perkawinan orang tua. Salah satunya di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Wonokerto. Kepala KUA sebagai pemimpin dan penanggung jawab di 
KUA Kecamatan Wonokerto memiliki kebijakan mandiri dalam menetapkan 
siapa wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hasil nikah hamil. Penelitian 
dengan judul “Praktik Perwalian Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir 
Kurang Dari Enam Bulan”, memiliki rumusan masalah, apa dasar hukum yang 
digunakan oleh kepala KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan dan 
bagaimana praktik penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang 
dari enam bulan di wilayah KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1).mengatahui dasar hukum perwalian 
nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan yang digunakan 
oleh kepala KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. 2)  mengetahui 
praktik penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam 
bulan di wilayah KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Penelitian 
ini menggunakan metode field research. 

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh bahwa Dasar hukum 
yang digunakan oleh KUA Kecamatan Wonokerto dalam menentuan wali nikah 
bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, adalah menggunakan dasar 
hukum fiqih munakahat. Dan praktek penentuan wali nikah bagi perempuan yang 
lahir kurang dari 6 bulan, yaitu dengan cara memeriksa akta kelahiran calon 
mempelai wanita dengan buku nikah orangtuanya, kemudian dihitung untuk 
mengetahui asal usul anak tersebut, kemudian di ketahui kelahiranya kurang dari 
6 bulan, maka pernikahannya tidak bisa menggunakan wali nasab. sehingga KUA 
Kecamatan Wonokerto menikahkannya dengan menggunakan wali hakim. 
Kata Kunci: Qobla sittah, Wali Nikah, Nikah Hamil. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan adalah ikrar janji (akad) yang ditetapkan oleh agama Islam 

untuk menghalalkan seorang lelaki memanfaatkan serta menggauli istri dari 

semula yang diharamkan. Diterangkan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum islam 

bahwa pernikahan dalam hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau 

mitsaqan ghalidhan untuk memtaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah. Dua pengertian tersebut serupa halnya pengertian 

pernikahan yang dijelaskan dalam UU nomor 16 tahun 2019 sebagai salah 

satu aturan yang mengatur tentang pernikahan, disebutkan bahwa perkawinan 

ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami 

istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan adalah 

untuk menciptakan dan membangun rumah tangga yang bahagia, sakinah, 

mawaddah wa rahmah. 1 Hal ini telah ditegaskan dalam kandungan surat. Al-

Rum: 21.2 

Undang-undang nomor 16 tahun 2016 pasal 2 ayat (1) menjelaskan 

bahwa sahnya suatu pernikahan, apabila dilaksanakan dengan memenuhi 

 
1 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 

hlm. 24-27. 
2 Departemen  Agama,  Al-Qur’an  dan  Terjemahnya,  (Jakarta:  Dirjen  Bimbingan 

Masyarakat Islam, 2007),  hlm. 572.  

1
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ketentuan hukum agama dan kepercayaannya.3 Sedangkan pernikahan yang 

disahkan menurut agama Islam ialah pernikahan yang memenuhi rukun 

beserta syarat nikahnya. ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa yang dimaksud 

dengan perkawinan adalah seluruh unsur yang berkaitan secara langsung dan 

menyeluruh, maka yang dikatakan sebagai rukun perkawinan ialah segala 

sesuatu yang harus ada didalam perkawinan, yakni: calon pengantin laki-laki 

dan perempuan, wali mempelai perempuan, saksi yang berjumlah dua orang 

dan ijab qabul.  

Instrument penting dalam akad nikah adalah seorang wali dari 

mempelai wanita, wali dalam akad nikah adalah seorang yang 

berlaku/berbuat mewakili mempelai wanita dalam suatu pernikahan. Wali 

adalah rukun nikah yang harus ada dalam akad nikah, karena akad pernikahan 

hanya sah jika dilakukan oleh wali. 4  

Dijelaskan secara lengkap dalam Kompilasi Hukum Islam, mengikuti 

mayoritas ulama, khususnya Syafi’iyah. Selain keharusan adanya wali dalam 

pernikahan, KHI juga menjelaskan tentang siapa saja yang memiliki hak 

perwalian atas mempelai perempuan. Berdasarkan hukum islam wali nikah 

ada dua yakni wali dari hubungan darah (nasab) dan wali yang ditunjuk oleh 

pemerintah (hakim). Islam menetapkan bahwa wali nasab adalah wali yang 

paling berhak atau utama untuk menjadi wali bagi mempelai perempuan.5 

 
3 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab I Dasar Perkawinan, pasal 2. 
4 Amar Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Analisis Fiqh Munakahat dan 

Undang-undang Perkawinan, (Jakarta, Prenada Media, 2006), hlm. 60-69. 
5 Amar Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Analisis Fiqh Munakahat dan 

Undang-undang Perkawinan, (Jakarta, Prenada Media, 2006), hlm. 70-80. 
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Masalah nasab ini berarti juga membicarakan mengenai anak sah dan 

anak tidak sah. Ketentuan mengenai anak sah telah diatur oleh Undang-

undang Perkawinan maupun KHI, namun dari kedua hukum positif tersebut 

terdapat beberapa hal yang tidak sejalan dengan ketentuan Fiqh, yang 

nantinyaakan berpengaruh terhadap proses penentuan status wali nikah bagi 

anak atau calon mempelai perempuan yang dimana pihak KUA memiliki 

wewenang terhadap permasalahan tersebut.6 

Terdapat kebijakan yang menarik untuk dikaji, Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan berkenaan dengan masalah 

yang muncul dari pernikahan seorang mempelai wanita yang lahir kurang dari 

enam bulan setelah pernikahan orang tuanya (qobla sitah), Kepala KUA 

memiliki kebijakan dalam menentukan wali nikah atas anak perempuan yang 

lahir kurang dari enam bulan. Kepala KUA Kecamatan Wonokerto tidak 

menyamakan status anak yang lahir kurang dari enam bulan dengan anak 

yang lahir setelah enam bulan setelah perkawinan orang tuanya.7 

Masalah ini berawal dari penentuan status anak yang terlahir dari 

perkawinan tersebut. Lebih dari tiga  kasus perkawinan anak perempuan yang 

lahir kurang dari enam bulan setelah perkawinan orang tua dengan 

menggunakan wali hakim atas pernikahan calon mempelai perempuan yaitu : 

(pasangan LH dengan NY), (pasangan DH dengan SM), (pasangan NA 

dengan ZF), dan (pasangan AH dengan AR). Jika dipandang dari   

 
6 Abdul Gani Abdullah, Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia, cet. Ke-I (Jakarta: 

Gema Insani Press, 1994), hlm. 83.ds 
7 Muh. Makhfudz Khafidzi, Kepala KUA Kecamatan Wonokerto, Wawancara Pribadi, 

Wonokerto, 18 Oktober 2021. Pukul. 10.00 WIB. 
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UndangUndang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 42 dan Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) dalam pasal 99, maka status anak perempuan  tersebut  adalah  

anak  sah  kedua  orang  tuanya.  Namun  jika   dilihat  dari sudut  pandang 

hukum  fikih,  maka  anak  tersebut  hanya  dinaṣabkan  kepada  ibunya  dan 

keluarga  ibunya saja.  Selanjutnya,  jika  anak  perempuan  tersebut   adalah  

anak sah keduanya, maka seharusnya ayahnya berhak menjadi wali bagi 

mempelai wanita dalam  perkawinannya. Akan tetapi Kepala Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Wonokerto yakni bapak Muh Makhfuzd Khafidzi, S.H.I. 

menikahkan pasangan calon suami istri  pada nama – nama diatas dengan 

menggunakan wali hakim.8 

Berdasarkan ulasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis 

tertarik untuk membahas masalah dengan judul Praktik Perwalian Nikah 

Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Studi 

kasus di KUA Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Apa Dasar hukum yang digunakan oleh kepala KUA Kecamatan 

Wonokerto Kabupaten Pekalongan dalam menentukan wali nikah bagi 

anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan? 

 
8 Muh. Makhfudz Khafidzi, Kepala KUA Kecamatan Wonokerto, Wawancara Pribadi, 

Wonokerto, 18 Oktober 2021. Pukul. 10.00 WIB. 
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2. Bagaimana praktik penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir 

kurang dari enam bulan di wilayah KUA Kecamatan Wonokerto 

Kabupaten Pekalongan dalam perspektif UU tahun 1974, KHI, Fikih? 

C. Tujuan Penelitian 

Agar tidak menyimpang dari rumsan masalah, penelitian ini bertujuan 

untuk : 

1. Menjelaskan dasar hukum yang dgunakan oleh kepala KUA Kecamatan 

Wonokerto Kabupaten Pekalongan dalam menentukan wali nikah bagi 

anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan. 

2. Menjelaskan dan menganalisis Praktik perwalian nikah bagi anak 

perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kecamatan 

Wonokerto Kabupaten Pekalongan dalam perspektif UU tahun 1974, 

KHI, Fikih. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu secara 

teoritis dan praktis:  

1. Secara Teoritis 

Peneliti mengharapkan hasil penelitian akan berguna untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan dalam bidang ilmu 

hukum Islam yaitu hukum pernikahan Islam dan juga dapat digunakan 

sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang 

berhubungan dengan perwalian nikah bagi anak yang lahir kurang dari 
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enam bulan. Serta dapat memberikan data dan informasi khususnya 

tentang perwalian nikah bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan. 

2. Secara Praktis 

a. Penelitian ini berguna untuk memberikan bermanfaat sebagai masukan 

yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan sebagai 

kerangka acuan untuk melakukan penyuluhan bagi akademisi 

pengembangan ilmu pengetahuan. 

b. Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi kepada perempuan 

tentang pentingnya suat proses praktik perwalian dalam pernikahan 

c. Penelitiian ini berguna di bidang pendidikan, dapat dijadikan  referensi 

dan sumbangan pemikiran penelitian berikutnya yang masih dalam 

ruang lingkup yang sama. 

E. Kajian Pustaka 

1. Penelitian yang relevan 

Penelitian yang relevan peneliti ini akan memaparkan beberapa 

karya ilmiah, hasil penelitian yang membahas tentang persoalan nikah 

hamil dan perwalian nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari 6 

bulan setelah perkawinan orang tua, untuk memastikan orisinalitas 

sekaligus untuk mengetahui posisi penelitian ini di antara penelitian-

penelitian sebelumnya. Di antaranya adalah: 

Ahmad Firdaus Al-Halwani dalam sekripsinya yang berjudul: 

“Hukum Perkawinan Akibat Hamil di luar Nikah (Studi Perbandingan 

Imam Asy-Syafi’I dan Imam Ahmad bin Hanbal)”. Penelitian ini 
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menggunakan metode normatif dan library Research. Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui status hukum perkawinan seorang wanita yang hamil 

diluar nikah apakah dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan 

laki-laki yang bukan menghamilinya. Hasil penelitian ini menjelaskan 

akibat yang muncul dari hukum perkawinan bagi perempuan yang hamil 

diluar nikah. Persamaan penelitian dalam skripsi ini sama-sama membahas 

tentang qobla sittah, sedang Perbedaan pada sekripsi ini yaitu membahas 

tentang pemahaman masyarakat tentang konsep qobla sittah memiliki 

hubungan implementasi dari teori yang dipaparkan dalam penelitian 

mengenai hukum perkawinan akibat hamil diluar nikah atau nikah hamil.9 

Akbar Baihaky menulis dalam skripsinya yang berjudul: “Tinjauan 

Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan 

Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)” . Penelitian ini menggunakan 

metode empiris dengan tujuan penelitian untuk mengetahui hukum 

perkawinan yang pada saat dilangsungkan akad nikah mempelai 

perempuan telah hamil akibat perzinaan sebelumnya. Dari hasil penelitian 

ini bahwa pandangan penghulu terhadap nikah hamil dibolehkan dengan 

dasar hukum UU. No.1 Tahun 1974 dan KHI pasal 53. Alasan utama para 

penghulu dalam hal ini, yaitu apabila laki-laki yang mengawinkan wanita 

hamil tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya. Persamaan dengan 

skripsi ini sama-sama membahas wali nikah, Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah penelitian ini bertitik 
 

9 Ahmad Firdaus Al-Halwani, Hukum Perkawinan Akibat Hamil di luar Nikah (Studi 
Perbandingan Imam Asy-Syafi’I dan Imam Ahmad bin Hanbal), (Yogyakarta: UIN Sunan 
Kalijaga, 2014). 



8 

fokus pada penetapan kebijakan kepala Kantor Urusan Agama dalam 

menetapkan wali nikah atas anak yang lahir dari kehamilan diluar nikah. 

Muchamad Rima Saputra dengan skripsi yang berjudul: 

“Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Harta Waris  (Studi Pandangan 

Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Provinsi Lampung)” 

metode penelitian ini menggunakan  filed Research. Hasil Penelitian ini 

bahwa kedudukan anak luar nikah terhadap harta waris menurut 

pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Provinsi 

Lampung adalah pada hakikat dan syariat hukum Islam anak yang lahir di 

luar nikah tidak mendapatkan harta waris karena nasabnya terputus kepada 

ayah biologisnya sedangkan kepada ibunya anak tersebut masih ada ikatan 

nasabnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100. Persamaan 

dengan skripsi ini yaitu membahas kedudukan status anak sah atau tidak 

sah. Perbedaan dengan skripsi ini yaitu penelitian ini bertitik fokus pada 

teori hukum dari problem yang muncul dimasyarakat dengan tokoh agama 

sebagai narasumber. 

M. Choirul Anwar dan Neng Eri Sofiana dengan judul “Kawin 

Hamil Dalam Pernikahan Lotre” Metode dalam penelitian ini 

menggunakan filed Research. Hasil penelitian ini adalah pernikahan lotre 

ini boleh dilakukan, walau pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat 

para fuqaha terkait kebolehan wanita hamil untuk menikah. Adapun status 

anak hasil hubungan pra nikah dalam pernikahan lotre ini hanya 

mendapatkan nasab pada ibunya saja, sehingga jika ia perempuan dan 
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hendak menikah hanya mendapat perwalian dari wali hakim saja.10 

Persamaanya dalam jurnal ini sama-sama membahas penentuan wali nikah 

sedang Perbedaan pada jurnal ini pernikahan nya dengan menggunakan 

sistem lotre atau kawin lotre. 

Sari Pusvita dalam jurnal berjudul “Keperdataan Anak di Luar 

Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap 

Harta Warisan”  metode penelitian ini yaitu dengan filed Research. Hasil 

dari penelitian ini didapat bahwa berdasarkan faktor: sosiologi, teknologi, 

dan peningkatan pengetahuan, hukuman, dan perlindungan hukum bagi 

anak-anak. Dampak eksplisit adalah hukum jaminan untuk anak-anak yang 

tidak sah dari status perwakinan orang tuanya. Sebaliknya, yang tersirat 

akan membuat kebingungan dalam hukum keluarga, jika itu termasuk 

perzinaan (zina), hidup bersama tanpa perkawinan yang sah (samen leven), 

dan hubungan bebas lainnya. Dijelaskan dalam hukum Islam bahwa anak 

yang lahir dari perzinaan tidak memiliki hubungan dengan ayah mereka. 

Jadi, tidak ada alasan untuk mendapatkan warisan.11 Persamaan dengan 

skripsi dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang status anak, 

namun penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian diatas, 

dimana dalam penelitian ini membahas tentang status anak dalam praktik 

perwalian nikah bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan sedangkan 

 
10  M. Choirul Anwar dan Neng Eri Sofiana, Kawin Hamil Dalam Pernikahan Lotre, 

Jurnal Muslim Heritage. Vol. 5 No 1, Mei 2020. 
11 Sari Pusvita, Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan 

Implikasinya terhadap Harta Warisan, Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 
1, No. 2, April 2018.   Halaman?? 
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dilihat dari objek penelitiannya terletak  di Wilayah KUA Kecamatan 

Wonokerto Kabupaten Pekalongan. 

2. Kerangka Teori 

    a. Pengertian Wali Nikah 

  Wali secara bahasa berasal dari bahasa arab, menurut Ibn 

Mandzur Wali dalam asma allah SWT bahwa al-waliyu artinya adalah 

yang menolong, alwaliyu dan ia adalah yang menguasai sesuatu 

semuanya yang dipakai didalamnya.12 Menurut Imam al-Syekh 

Zainuddin Abu Abdullah Muhammad Ibn Abu Bakr Ibn Abdul Qodir al-

Hanafi al-Razi dalam kitabnya Mukhtar al-Shiyah “Al-walyu dengan 

disukunkan huruf lam artinya dekat dan rendah diri atau inferioritas, 

sedangkan alwilayah dengan dikasrohkan hurufnya artinya penguasa, 

sedangkan alwilayah atau alwalayah dengan dikasrohkan dan difathakan 

artinya penolong”. Menurut Imam Sibawaih alwalayah dengan 

difathakan huruf wawu adalah masdar sedangkan kalau dikasroh adalah 

isim Sedangkan wali nikah menurut Abdurahman al-Jaziri dalam kitab 

Fiqh ala Madzahib al-Arba’ah: Wali di dalam nikah adalah orang yang 

mempunyai puncak kebijaksanaan atas keputusan yang baginya 

menentukan sahnya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad 

tanpa dengannya, ia adalah ayah atau kuasanya dan kerabat yang 

melindungi, sulthan dan penguasa yang berwenang 

 

 
12 Kosim, FikihMunakahat dalam kajian filsafat hukum islam dan keberadaanya dalam 

politik hukum ketatanegaraan indonesia, Raja Grafindo Persada. Cet: 1 2019. 
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    b. Dasar Hukum 

Dasar hukum adalah landasan yang digunakan sebagai acuan 

melakukan sesuatu, wali dalam pernikahan yang diatur dalam agama 

islam memiliki dasar hukum, beberapa dalil yang mengisyaratkan adanya 

wali dalam pernikahan sebagai berikut: 

1) Surat al-Baqarah (2) ayat 232: 

 وَاِّذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فلاََتَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا 

تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعرُْوْفِ ذَلِكَ يُوعَْظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ 

 الاَْخِرِ ذَلِكُمْ اَزْكَى لَكُمْ وَاطَْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لاَتَعْلَمُوْنَ  (البقرة : ٢٣٢)
Artinya: 

 
Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai 

iddahnya, maka jangan kamu menghalangi mereka menikah (lagi) 
dengan calon suaminya, apabila telah terjadi kecocokan diantara 
mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasehatkan kepada 
orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari 
akhir. Itulah lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah 
mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui (Q.S Al-Baqarah [2]: 
232). 

 
2) Surat al-Baqarah (2) ayat 221: 

وَلاَ تَنْكِحُوْاالْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلاََمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌمِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ 

 اَعْجَبَتْكُمْ
Artinya: 

Janganlah kamu mengawinkan anak-anak perempuanmu 
dengan laki-laki musyrik. Sesungguhnya hamba sahaya mukmin lebih 
baik dari orang-orang musyrik walaupun ia menarik hatimu (Q.S Al-
Baqarah [2]: 221). 
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3) Surat al-Nur (24) ayat 32: 

وَاَنْكحُِوْاالاَْيَمَى مِنْكُمْ وَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَا دِكُمْ وَاِمَا ئِكُمْ إِنْ يَكُوْنُوْا 

 فُقرََاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
Artinya: 

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu 
dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba sahayamu 
yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan 
memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. 13 

 
Jumhur ulama yang mewajibkan adanya wali bagi mempelai 

perempuan dalam suatu pernikahan juga menggunakan hadits sebagai 

dasar hukum, diantara hadits-hadits tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Burdah bin Abu Musa 

menurut riwayat Ahmad dan lima perawi hadits,14 bunyinya: 

عَنْ أَبِيْ برُْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لاَنِكَاحَ اِلاَّ 

بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (روأه أحمد والأربعة وصححه ابن المدين والترمذى 

 وابن حبان)

 
 

Artinya: 
Tidak sah nikah, kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil 

(H.R. Ahmad dan empat Imam Hadits dan telah disahkan oleh Ibnu 
Madini, Tirmidzi dan Ibnu Hiban). 

 
2) Hadits Nabi dari Aisyah yang dikeluarkan oleh empat perawi selain 

al-Nasai 

 
13 Dedi Supariyadi, Fiqh Munakahat Perbandingan, (Bandung: CV Pustaka setia, 2011), 

hlm.41. 
14 Amar Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Analisis Fiqh Munakahat 

dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm.72. 
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عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 

اَيُّمَاامْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه أبوداود وابن 

 ماجه والترمذى)

Artinya: 
Baramg siapa diantara perempuan yang menikah tanpa izin 

walinya, maka pernikahanya batal (H.R. Abu Dawud, Ibnu majah dan 
Tirmidzi) 

 
3) Hadits nabi yang diriwayatkan Abu Hurairah yang mengutip ucapan 

Nabi saw: 

لاَتُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ وَلاَتُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفسَْهَا (رواه ابن ماجه 

 والدارقطنى)
 

Artinya: 
Janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain, dan 

jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri (H.R. 
Ibnu Majah dan Daruqutni). 15 

 
Menurut Syafi’iyah dalam kitab khasiyah Qulyubi  mengatakan 

janganlah seorang wanita menikahkan dirinya sendiri baik dengan izin 

dari walinya maupun tanpa izin dari walinya. Hal ini mengindikasikan 

hadirnya wali dalam akad tersebut hukumnya wajib.16 

Undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019, dalam pasal 

26  ayat (1) dinyatakan bahwa “perkawinan yang dilangsungkan di muka 

pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, 

atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat 

dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan 

 
15 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.108. 
16 Moh Ali Abdul Shomad Very Eko Atmojo, Nikah Tanpa Wali Dalam Perspektif Fikih 

Munakahat, AHKAM, Volume 3  Nomor 1 Juli 2015, hlm 107. 
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keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas suami istri, jaksa dan suami 

atau istri”.17 Dalam pasal tersebut mengatur secara emplisit bahwa 

pernikahan tanpa wali maka pernikahannya batal atau dapat dibatalkan. 

Kata perwalian digunakan dalam pasal 50 sampai pasal 54, yang 

pengertiannya bukan wali nikah, tetapi wali sebagai pengampu bagi anak yang 

dalam pengampuan. Sedangkan masalah wali nikah yang di maksud dalam 

pasal 26 diatas dikembalikan ke pasal 2 yang menegaskan bahwa penentu 

sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah berdasarkan ketentuan hukum 

agama. Karena pada prinsipnya seorang wanita tidak berhak atau tidak 

diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri, demikian juga wanita 

menikahkan wanita lain.18 

c. Macam–Macam Wali Nikah 

Wali dalam suatau pernikahan terbagi menjadi lima, yakni: wali 

nasab, wali hakim, wali tahkim dan wali maula, wali mujbir dan wali 

‘adol. adalah sebagai berikut: 

1) Wali Nasab 

Wali nasab merupakan wali dalam pernikahan karena hubugan 

darah (keturunan) dengan mempelai wanita yang melangsungkan 

pernikahan. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) 

dan wali ab’ad (jauh).19 Perpindahan hak perwalian dari wali aqrab ke 

wali ab’ad terjadi apabila wali aqrab tidak ada atau ada tetapi 

 
17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun !974 Tentang Perkawinan 
18 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). hlm, 

65-66. 
19 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), hlm.236-

248. 
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dianggap tidak ada karena tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali 

nikah. 

Adapun urutan secara rinci hak perwalian dalam pernikahan 

yaitu, sebagai berikut: 

a) Ayah/bapak kandung 

b) Kakek dari ayah 

c) Saudara seibu dan seayah (laki-laki sekandung) 

d) Saudara seayah (laki-laki) 

e) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung 

f) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah 

g) Anak laki-laki keponakan dari saudara laki-laki sekandung 

h) Anak laki-laki keponakan dari laki-laki saudara laki-laki seayah 

i) Paman (saudara laki-laki ayah) sekandung 

j)  Paman seayah 

k) Sepupu laki-laki dari paman sekandung 

l) Sepupu laki-laki dari paman seayah 

m) Saudara laki-laki kakek sekandung 

n) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung 

o) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.20 

Urutan diatas yang termasuk dalam wali qarib yaitu bapak 

kandung dan apabila bapak tidak ada maka hak kewalian menjadi 

milik pindah ke kakek. Keduanya memiliki hak berkuasa mutlak 

 
20 Ahmad Rafiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesi, Edisi Revisi (Jakarta: PT Rajagrafido 

Persada, 2013), hlm, 67. 
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terhadap anak perempuan yang akan dinikahkan. Sedangkan wali 

ab’ad adalah wali dalam garis saudara selain ayah dan kakek.21  

Diterangkan dalam KHI, bahwa wali karena hubungan darah 

terbagi menjadi 4 golongan. Empat golongan wali ini disebutkan 

dalam pasal 21 ayat (1) yakni golongan yang harus didahulukan dari 

golongan yang lain berdasarkan jarak jalur kekerabatan dengan 

perempuan yang akan menikah. Pertama, kelompok  saudara  laki-laki 

garis lurus keatas  yaitu bapak, kakek dari pihak bapak dan seterusnya. 

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-

laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat 

paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan 

keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki 

kandung kakek, saudara  laki -laki seayah kakek dan keturunan laki-

laki mereka.22 

2) Wali Hakim 

Wali hakim ialah seorang wali nikah yang diambil dari hakim 

(pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari 

pemerintah. Rasulullah SAW bersabda: 

 فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ 
Artinya: 

Maka hakimlah yang bertindak, menjadi wali bagi seseorang 
yang tidak ada walinya. (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu majah, dan 
Nasa’i) 

 
21 Amar Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Analisis Fiqh Munakahat 

dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta, Prenada Media, 2006), hlm.75. 
22 Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Departemen RI, 2000), hlm, 21. 
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Orang-orang yang memiliki hak untuk menjadi wali hakim 

adalah: 

a) Pemimpin tertinggi negara (Sulthan). 

b) Khalifah, penguasa pemerintahan atau hakim nikah yang 

berwewenang untuk menjadi wali. 

Apabila tidak dijumpai seseorang yang telah disebutkan diatas 

maka wali hakim dapat diangkat oleh tokoh masyarakat  dari daerah 

tersebut atau orang-orang yang alim. Adanya wali hakim apabila 

terjadi hal-hal sebagai berikut: 

a) Tidak ada wali nasab. 

b) Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab’ad. 

c) Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 

92.5 km atau dua hari perjalanan. 

d) Wali aqrab dipenjara atau tidak bisa ditemui. 

e) Wali aqrab nya adol. 

f) Wali aqrab nya mempersulit. 

g) Wali aqrab nya sedang ihram. 

h) Wali aqrab nya sendiri yang akan menikah. 

Peralihan hak wali juga telah diatur didalam Kompilasi Hukum 

Islam pasal 23 ayat (1) yang menegaskan bahwa “wali Hakim baru 

dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau 

tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya 

atau ghaib atau ‘adlal atau enggan. Dan ayat (2) “dalam hal wali 
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‘adlal atau enggan wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah 

setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.”23 

3) Wali Tahkim 

Wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. 

Dengan mengucapkan tahkim. Wali tahkim terjadi apabila: 

a) Wali nasab tidak ada. 

b) Wali nasab ghaib, atau berpergian sejauh dua hari perjalanan, serta 

tidak ada walinya. 

c) Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk. 

4) Wali Maula 

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya 

majikannya sendiri. 

5) Wali Mujbir dan Wali Adol 

Yang dimaksud dengan Mujbir adalah hak seorang ayah (ke-

atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang 

bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan yang 

dimaksud wali adol adalah wali yang zalim, yakni wali yang enggan 

menikahkan anak perempuanya dengan seorang pria yan sederjat.24 

d. Syarat-Syarat Wali Nikah 

1) Dzukuriyah atau laki-laki Disyaratkan harus laki-laki dalam wali nikah 

dapat difahami dari masalah pernikahan, Imam Malik,Imam Syafi,i dan 

 
23 Ahmad Rafiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesi, Edisi Revisi (Jakarta: PT Rajagrafido 

Persada, 2013), hlm, 72. 
24 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), hlm.247-

252. 
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Imam Ahmad demikian juga ahli dahir sepakat bahwa wanita tidak bisa 

mengawinkan dirinya sendiri dan tidak punya hak kewalian atas wanita 

lain.  

2) Syarat kedua adalah baligh menjadi salah satu syarat wali nikah 

mendekati kesepakatan para fuqaha karena dalam masalah perwalian 

secara umum maupun wali nikah menhendaki harus baligh. 

3) Syarat yang ketiga adalah berakal, Al-aql (berakal) menjadi salah satu 

syarat menjadi wali adalah disepakati oleh para Imam karena menjadi 

wali perlu memperhatikan dengan akal orang yang diwalihinya, orang 

yang tidak berakal tidak mungkin bisa memperhatikan dirinya maupun 

orang yang diwalihinya . 

4) Syarat yang keempat merdeka (al-Huriyah) Menurut Ibn Roja dalam 

kitabnya al-walayah fi an-nikah bahwa persyaratan merdeka bagi wali 

nikah tidak ditemukan perbedaan pendapat para imam madzab maupun 

yang lainnya kecuali sebuah riwayat dari seorang ulama hanbaliyah 

yang mengesahkan seorang budak yang menikahkan anaknya dan 

mereka mengesahkan dengan ijin tuannya. 

5) Syarat yang kelima Islam Islam menjadi salah satu syarat wali karena : 

Islam itu tinggi tidak ada yang lebih dari Islam, Allah memulyakan 

hambah dengan memutus orang kafir sebagai wali orang Islam dengan 

ijma’ ahli ilmu seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Mundir dan pendapat 

yang muktmad empat madzab fiqh. Apakah seorang kafir bisa menjadi 

wali bagi anaknya yang muslimah dan apakah sah menikahkannya? 
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Menurut pendapat yang muktamad dalam hal apapun baik sebagai wali 

secara umum, maupun wali nikah tetap seorang kafir tidak punya hak 

atas orang muslim dan muslimah. 

6) Syarat yang keenam al-adalah Sebagaian ulama berpendapat bahwa al-

adalah menghendaki tidak adanya fasiq, al-adalah adalah sifat terpuji 

dan mengarah ke taqwa. Al- Syafi’iyah berpandapat bahwa tidak sebut 

al-dalah jika wali meliki perbuatan fasiq, namun sebagian ash-hab tiga 

imam memboleh al-adalah meliki kefasikan. 

7) Syarat yang tujuh al-rusyd, Secara bahasa al-rusydu sy dengan 

didhamahkan huruf ra yang bertasydid dengan disukunkan syin atau 

dibaca fatha dan asalnya kalimat ini menunjukan makna istiqomah 

apakah makna lahir dan batin sama saja Yang dimaksud dengan al-

rusydu adalah dari al-safih Para ulama berbeda pendapat mengenai al-

rusydu menjadi salah syarat menjadi wali nikah.25 

e. Nikah Hamil 

1) Pengertian Nikah Hamil 

Nikah hamil atau kawin hamil (at-tazawuz bi al-hamil) adalah 

pernikahan yang dilakukan dengan wanita dalam keadaan mengandung 

atau sedang hamil. kehamilan dalam pernikahan tersebut bisa terjadi 

karena hubungan seks antara mempelai laki-laki dan perempuan 

 
25 Kosim, FikihMunakahat dalam kajian filsafat hukum islam dan keberadaanya dalam 

politik hukum ketatanegaraan indonesia, Raja Grafindo Persada. Cet: 1 2019. 
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sebelum menikah ataupun juga bisa dengan laki-laki yang bukan 

menikahinya.26 

2) Dasar Hukum Nikah Hamil 

a) Hukum nikah hamil dalam islam 

Para ulama’ berpeda pendapat mengeni kebolehan atau 

keabsahan menikahi seorang perempuan yang masih mengandung 

atau sedang hamil, diantara perbedaan pendapat tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Imam Syafi’I dan ulama-ulama syafi’iyyah berpendapat 

bahwa pernikahan yang dilakukan dengan seorang perempuan dalam 

kondisi hamil atau nikah hamil hukumnya adalah boleh dan sah baik 

menikah dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-

laki lain yang tidak/bukan menghamilinya, seseorang yang hamil 

diluar nikah atau hamil karena zina tidak memiliki kewajiban ber-

iddah atau tidak ada masa iddah baginya.27 

Imam Abu Hanifah atau mazhab hanafi berpendapat hukum 

menikahi seorang perempuan hamil karena zina atau nikah hamil 

adalah sah. Menurut Imam Abu Hanifah perempuan yang hamil 

diluar nikah hanya boleh dinikahi oleh laki-laki yang 

 
26 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Fajar Interpratama 

Mandiri, 2016), hlm 89. 
27 Muhammad Bunyamin, Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2017), hlm 158. 
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menghamilinya, dan tidak  ada masa iddah bagi perempuan yang 

hamil diluar nikah.28 

Imam Maliki dan Imam Hambali berpendapat bahwa 

hukum nikah hamil atau menikahi seorang perempuan yang hamil 

karena zina adalah tidak sah, baik menikah dengan seseorang yang 

menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang tidak/buka 

menghamilinya. Kecuali dengan syarat telah habis masa iddah-nya 

atau telah melahirkan anak yang dikandung akibat perbuatan zina 

dan telah melakukan taubat atas dosa yang dia perbuat.29  

Dasar dari hukum nikah hamil atau menikahi perempuan 

pezina adalah firman Allah dalam Al-Qur’an surat An-Nur ayat 3: 

ٱلزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لاَ يَنكحُِهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ 

 مُشْرِكٌ  وحَُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ
Artinya: 

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina 
perempuan, atau dengan perempuan musyrik dan pezina laki-laki 
tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan 
laki-laki musyrik, dan yang demikin itu diharamkan bagi orang-
orang mukmin. (QS. An-Nur:3) 

 
Dari beberapa pendapat ulama mazhab diatas hukum 

pernikahan di Indonesia menggunakan pendapat Imam Syafi’I 

dengan dasar bahwa perempuan yang hamil diluar nikah bukan 

termasuk perempuan yang haram untuk dinikahi, serta dipandang 

dari segi kemaslahatan bahwa kebolehan nikah hamil dapat 

 
28 As- Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 1983), hlm. 282 
29 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm  
45. 
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menghindarkan dari praktik aborsi bayi yang tidak berdosa, serta 

adanya kejelasan masa depan bagi bayi yang dilahirkan tak sedikit 

pula seorang perempuan yang bunuh diri karena frustasi akibat hamil 

diluar nikah.30 

Terlepas dari hukum kebolehan menikahi seorang perempuan 

yang hamil diluar nikah, perbuatan zina tetap haram dan dilarang 

oleh hukum. Dosa dari perbuatan zina adalah dosa kedua orang tua 

bayi dan bayi yang dilahirkan tetap suci serta tidak ikut 

bertanggungjawab atas perbuatan kedua orangtuanya.31 

b) Hukum Nikah hamil dalam KHI 

Dasar hukum mengenai hukum nikah hamil diataur didalam 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat 1 yakni: “Seorang wanita 

hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang 

menghamilinya” didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa seseorang 

boleh melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang sedang 

hamil atau nikah hamil, dan pada ayat selanjutnya dijelaskan juga 

bahwa pernikahan tersebut bisa dilangsungkan tanpa menunggu 

kelahiran bayi yang sedang dikandung.32 

 

3) Faktor Terjadinya Nikah Hamil 

 
30 Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer, (Bogor: Ghalis Indonesia, 

2010), hlm 61. 
31 Muhammad Bunyamin, Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2017), hlm 157. 
32 Amar Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Analisis Fiqh Munakahat 

dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta, Prenada Media, 2006), hlm 139. 
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Nikah hamil terjadi karena problem hubungan seks yang 

tidak didahului dengan upacara pernikahan yang sah dan benar, 

banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya kehamilan diluar 

nikah, diantaranya adalah: 

a) Seks bebas, seks bebas adalah faktor pertama terjadinya 

kehamilan diluar nikah. Pergaulan yang dilakukan tanpa batasan, 

kontrol yang kurang, serta lemahnya iman akibat kurangnya 

pemahaman nilai-nilai sepiritual adalah penyebab terjadinya seks 

bebas. 

b) Prostitusi atau jasa seksual, jasa seksual atau seks komersil 

merupakan penyakit sosial yang sering dilatarbelakangi oleh 

kebutuhan/masalah ekonomi. 

c) Masalah ekonomi, tingginya biaya yang diperlukan untuk 

melangsungkan pernikahan juga menjadi salahsatu faktor 

terjadinya hamil diluar nikah. 

d) Perbedaan keyakinan. 

e) Pemerkosaan, tindak pidana pemerkosaan banyak terjadi 

dimasyarakat yang tak jarang terjadinya kehamilan pada korban. 

f) Tidak adanya restu atau tidak diperolehnya restu orangtua untuk 

melangsungkan pernikahan juga menjadi faktor kehamilan diluar 

nikah. 

g) Adanya keterikatan perkawinan pihak laki-laki yang tidak 

mengizinkan untuk poligami. 



25 

h) Belum cukupnya batas usia seseorang untuk menikah, batas usia 

seringkali menjadi pembatas seseorang untuk dapat 

melangsungkan pernikahan, hal ini bisa dilihat dari banyaknya 

dispensasi yang diajukan untuk pernikahan dibawah umur akibat 

kehamilan diluar nikah.33 

F. Metode Penelitian 

1.  Jenis dan pendekatan penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field 

research), yaitu peneliti memperoleh data dengan studi lapangan dengan 

cara mengamati, mencatat, dan mengumpulkan informasi yang diperoleh.34 

Peneliti mengamati, mencatat dan mengumpulkan informasi mengenai 

praktik perwalian nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam 

bulan di KUA Kec. Wonokerto Kabupaten Pekalongan. 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Research ini hanya menyajikan situasi ataupun kejadian/peristiwa, 

sehingga peneliti tidak perlu mencari dan memaparkan hubungan, serta 

tidak menguji hipotesis. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang diteliti 

untuk mengembangkan teori dari suatu data/fakta, dimana model dari 

metode kualitatif sifatnya umum, sesuai dan dikembangkan dalam proses 

penelitian. Oleh karenanya analisa data yang dipakai peneliti adalah 

 
33 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Fajar Interpratama 

Mandiri, 2016), hlm 89. 
34 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 

16. 
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deskriptif berupa data-data tertulis, lisan dari subyek penelitian dan 

perilaku yang diamati.35  

2. Lokasi waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah KUA Kecamatan 

Wonokerto Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah Indonesia pada bulan 

April 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021  

3. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis membedakan sumber data menjadi dua 

jenis: 

a. Sumber data primer 

 Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 

sumber pertama.36 Sumber data primernya adalah hasil wawancara, dan 

narasumber pokok dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Kecamatan 

Wonokerto Kabupaten Pekalongan dan mantan Kepala KUA 

Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. 

b. Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari seorang peneliti 

secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi dengan 

melalui sumber lain.37Data sekunder tersebut diperoleh dari hasil 

penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan 
 

35 Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosda, Cet Ke17, 2002),h. 
126 

36Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2008), h. 30. 

37 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori danPraktik), 
(Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), h. 215. 
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dengan masalah atau materi peneliti,38misalnya buku-buku teks, jurnal, 

dokumen dan sebagainya.39 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian diperoleh dari berbagai macam teknik yakni: 

a. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.40 Wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas dimana 

pewawancara menanyakan sesuatu yang berkaitan. Subjek penelitian 

yang di wawancara dalam penelitian ini adalah pegawai atau kepala 

KUA Wonokerto yang telah bertugas di KUA Kecamatan Wonokerto 

Kabupaten Pekalongan, yang diwawancarai tentang praktik perwalian 

nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari enam bulan setelah 

perkawinan orang tua di KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten 

Pekalongan Jawa Tengah Indonesia.  

Masalah dalam penelitian ini nantinya berkembang kepada 

ketentuan hukum yang digunakan oleh kepala KUA Kecamatan 

wonokerto dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang 

lahir kurang dari enam bulan setelah perkawinan orang tua. 

 
38 Imam Farid, “Weton dalam Pelaksanaan Akad Nikah (Kajian Relasi Hukum Islam dan 

Budaya di Desa Pedawang Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan)”,Skripsi,(Pekalongan: STAIN 
Pekalongan, 2015), h. 19. 

39Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), 
(Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), h. 215. 

40 Beni Ahmad Saebeni dan Kadar Nurjaman, Manajemen Penelitian, (Bandung: Pustaka 
Setia, 2013) Hal. 85 
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b. Teknik Observasi (pengamatan) 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

mengamati obyek penelitian yang dilakukan secara langsung maupun 

tidak langsung.41 Dimana dalam penelitian ini peneliti mengamati 

secara langsung terhadap praktik perwalian bagi anak perempuan yang 

lahir kurang dari enam bulan. 

c. Teknik Dokumentasi 

Teknik dengan cara mengumpulkan data secara tertulis yang 

berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku, teori, dalil-dalil, atau 

hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.42 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan penelitiian ini, maka 

penulis perlu menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan. Bab ini merupakan konsep penelitian yang akan 

dilakukan dan dengan cara mengungkap permasalahan penelitian. 

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari penelitian 

yang relevan dan kerangka teori, metodelogi penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II Wali nikah, dalam bab ini membahas mengenai konsep 

perwalian nikah bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan qobla sittah 

 
41 Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 84. 
42 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 1998),  h. 100. 
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yang terdiri dari: pengertian anak, status anak menurut UU, KHI, Fikih, anak 

yang lahir kurang dari enam bulan, pengertian wali nikah, syarat-syarat wali 

nikah, wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan. 

BAB III Penentuan wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari enam 

bulan di KUA wonokerto, dalam bab ini berisi mengenai gambaran umum 

KUA Wonokerto meliputi: profil KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten 

Pekalongan, Letak Geografis KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten 

Pekalongan, Praktik perwalian nikah bagi anak yang lahir kurang dari enam 

bulan di KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. 

BAB IV Analisis wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari enam 

bulan di KUA wonokerto. Bab ini berisi mengenai analisis terhadap praktik 

perwalian nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan 

setelah perkawinan orang tua, analisis terhadap dasar hukum yang digunakan 

oleh kepala KUA Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan Jawa 

Tengah Indonesia. 

BAB V Penutup, pada bab penutup terdiri dari simpulan dan saran-

saran. Simpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dalam 

penelitian ini, sedangkan saran-saran berisi tentang hal-hal yang mungkin 

berguna dalam praktik perwalian nikah.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang kebijakan kepala Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Wonokerto Kabupeten Pekalongan Mengenai praktik 

perwalian nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan, 

dapat dimabil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dasar hukum yang digunakan oleh KUA Kecamatan Wonokerto dalam 

menentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, 

adalah menggunakan dasar hukum fiqih munakahat. Dengan menggunakan 

ketentuan fiqih KUA Kecamatan Wonokerto telah melanggar Undang-

undang yaitu Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam, karena didalam kedua Undang-undang tersebut 

sudah diatur tentang asal usul anak dan seharusnya KUA Kecamatan 

Wonokerto sebagai lembaga Negara di bawah Kementerian Agama. Yang 

tugas pokonya mencatat perkawinan dalam menjalankan tugas tugasnya 

harus berpedoman kepada peraturan perundang-undngan yang berlaku.  

2. Di KUA Kecamatan Wonokerto praktek penentuan wali nikah bagi 

perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, yaitu dengan cara memeriksa 

akta kelahiran calon mempelai wanita dengan buku nikah orangtuanya, 

kemudian dihitung untuk mengetahui asal usul anak tersebut, apabila 

kemudian di ketahui kelahiranya kurang dari 6 bulan, maka pernikahannya 
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tidak bisa menggunakan wali nasab. Karena anak tersebut hanya 

mempunyai nasab dengan ibunya saja, dan apabila akan melaksanakan 

pernikahankah harus menggunakan wali hakim, karena di KUA 

Kecamatan Wonokerto menggunakan dasar fiqih munakahat sebagai 

acuan. Asalusal anak sudah diatur dalam pasal 42 Undang-undang 

perkawinan No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal tersebut 

dinyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai 

akibat perkawinan yang sah. Ketentuan demikian juga terdapat dalam 

pasal 99 (a). Kompilasi Hukum Islam.  

B. Saran-saran 

Setelah melakukan penelitian tentang praktik perwalian nikah bagi 

anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan dengan itu peneliti memberi 

saran-saran, diantaranya: 

1. Untuk masyarakat 

Disarankan bagi masyarakat terutama kepada orang tua atau wali 

alangkah baiknya jika masyarakat mau memahami hukum perkawinan 

yakni hukum agama dan hukum negara, agar terjaganya status keturunanya 

yang jelas dengan mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh 

pemerintah mengenai pernikahan yang bertujuan untuk kesejahteraan 

masyarakat Indonesia serta terpenuhinya hak-hak individu baik sebagai 

umat beragama maupun sebagai masyarakat Indonesia. 
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2. Untuk lembaga 

Merekomendasikan bagi pemerintahan terutama untuk lembaga-

lembaga pemerintahan yang terkait dengan urusan agama khususnya 

urusan pernikahan perlu adanya pengawasan dengan menggerakkan 

pembantu penghulu di desa-desa, menganjurkan untuk sosialisasi tentang 

pernikahan khususnya pencegahan nikah hamil dan pengertian tentang 

wali nikah, sehingga faham betul tentang seluk-beluk perkawinan untuk 

mencegah atau memperkecil terjadinya nikah hamil yang diperkuat dengan 

aturan hukum  yang tegas serta lugas untuk mengatur serta memberi sanksi 

tegas kepada pelaku nikah hamil dan faham betul terkait perwalian nikah 

bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Pedoman Wawancara 

Nama Narasumber : 

Jabatan di KUA :  

Tahun menjabat :  

 

Daftar pertanyaan untuk narasumber (Pegawai di KUA Kecamatan 

Wonokerto Kabupaten Pekalongan) 

1. Siapakah nama saudara (bapak)? 

2. Apa posisi atau jabatan saudara (bapak) di KUA? 

3. Sejak kapan saudara (bapak) menjabat? 

4. Dimana sajakah saudara (bapak) pernah ditugaskan? 

5. Bagaimana pandangan atau pendapat saudara (bapak) tentang nikah hamil? 

6. Apakah saudara (bapak) pernah berbincang langsung dengan pelaku nikah 

hamil? 

7. Menurut saudara (bapak) mengapa nikah hamil bisa terjadi? 

8. Bagaimana dampak yang timbul dari nikah hamil? 

9. Siapakah wali nikah bagi anak hasil nikah hamil menurut saudara (bapak)? 

10. Bagaimana cara saudara (bapak) dapat menentukan siapa wali nikah bagi 

anak hasil nikah hamil? 

11. Bagaimana praktik perwakian nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang 

dari enam bulan (qobla sittah) 

12. Apa dasar hukum yang digunakan dalam menentukan wali nikah bagi anak 

perempuan yang lahir kurang dari enam bulan? 

13. Apakah setiap KUA melakukan hal yang sama?



Hasil Wawancara 1 

Nama Narasumber : Muh. Mahfudz Khafidzi, S.H.I 

Jabatan di KUA : Kepala dan PPN KUA Kecamatan Wonokerto 

Kabupaten Pekalongan 

Tahun menjabat : 2019-2022 (sebgai kepala KUA) 

  

 

Hasil wawancara kepada narasumber (Pegawai di KUA Kecamatan 

Wonokerto Kabupaten Pekalongan) 

1. Siapakah nama saudara (bapak)? 

“Nama Saya Mohammad Mahfudz Khafidzi” 

2. Apa posisi atau jabatan saudara (bapak) di KUA? 

“Jabatan saya di KUA sebagai kepala Kantor Urusan Agama”. 

3. Sejak kapan saudara (bapak) menjabat? 

“Saya mendapat mandat untuk menjabat sebgai kepala Kantor Urusan Agama 

sejak tahun 2019”. 

4. Dimana sajakah saudara (bapak) pernah ditugaskan? 

“Saya pernah ditugaskan untuk menjadi kepala Kantor Urusan Agama di 

Kecamatan Wiradesa dan dipindah tugaskan di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Wonokerto”. 

5. Bagaimana pandangan atau pendapat saudara (bapak) tentang nikah hamil? 

“nikah hamil itu di lihat dulu dari statusnya masih perawan apa sudah janda, 

ketika masih perawan menurut Undang-Undang itu tidak masalah, tetapi 

kalau statusnya janda maka harus di cek keberadaan si perempuan dalam 

masa iddah atau bukan, ketika masa iddah maka harus menunggu masa iddah 

terlebih dahulu(setelah melahirkan) ketika hamilnya sebelum atau sesudah 

masa iddah maka kembali seperti semula sebagai status perawan” 

6. Apakah saudara (bapak) pernah berbincang langsung dengan pelaku nikah 

hamil? 



“Ya, ketika pada saat pengecekan Masalah nikah hamil hal tersebut sangat 

banyak terjadi dilingkungan kita terutama pada pernikahan dengan usia muda, 

dan saya sering mendapati hal tersebut”. 

7. Menurut saudara (bapak) mengapa pernikahan siri bisa terjadi? 

“nikah hamil atau hal ini seringkali disebabkan karena belum paham atau 

mengerti dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga 

keinmanan seseorang untuk menghindari perbuatan zina sehingga agar tidak 

terjai nikah hamil, selain itu juga karena pengaruh teknologi seperti Hp 

sehingga bisa memicu terjadinya nikah hamil ”. 

8. Bagaimana dampak yang timbul dari nikah hamil? 

“Dampaknya, yakni pada anaknya yang perempuan. Ketika si perempuan 

mau menikah maka walinya menurut jumhur ulama’ menggunakan wali 

hakim, namun kalu menurut KHI dan UU pernikahan tahun 1974 boleh 

dengan wali nasab”. 

9. Siapakah wali nikah bagi anak hasil nikah hamil menurut saudara (bapak)? 

“Mengenai siapa walinya, jelas menjadi problem yang sulit untuk 

memutuskanya karena disatu sisi pernikahan yang akan dilakukan di Kantor 

Urusan Agama ini kan, berdasarkan dua sember hukum yakni hukum Islam 

dan hukum negara atau Undang-Undang, jika pernikahan tersebut sah 

menurut hukum agama atau diatur dalam ilmu fiqh belum tentu ini sah 

menurut Undang-Undang atau dapat diakui oleh negara karena pernikahan 

yang terjadi tidak dicatatkan, dan bisa saja sebaliknya, jadi tidak pasti siapa 

wali nikah bagi anak hasil pernikahan siri bisa saja disatu kasus walinya 

adalah bapaknya karena pernikahannya sah menurut agama tapi bisa saja 

walinya wali hakim”. 

 

10. Bagaimana cara saudara (bapak) dapat menentukan siapa wali nikah bagi 

anak hasil nikah hamil? 

“Menentukan siapa wali nikah bagi seorang anak yang dilahirkan dari 

pernikahan siri, saya lakukan dengan pembuktian yakni perlu adanya tabayun 

atau klarifikasi tentang pernikahan yang dulu dilakukan oleh bapaknya, 



apakah benar-benar sah menurut agama atau tidak. Biasanya saya meninta 

orang tua mempelai untuk mendatangkan saksi-saksi dan orang yang 

menikahkannya dulu saat ijab qabul. Sebelum saya mengklarivikasi terlebih 

dahulu saya mengambil sumpah mereka bahwa apa yang mereka katakan dan 

lihat atau saksikan benar-benar terjadi dan tidak ada yang ditutup-tutupi, jika 

hasilnya dapat dibuktikan bahwa sah pernikahan tersebut menurut agama 

maka saya akan mempersilahkan bapaknya untuk menjadi wali, walaupun 

tidak dapat dibuktikan dengan akta atau buku nikah karena jika sampai salah 

wali maka pernikahannya yang terjadi tidak sah dan berujung zina, saya 

sebagai pegawai yang mengurusi perkara agama yang diatur oleh negara 

merasa berdosa jika hal tersebut terjadi”.  

11. Bagaimana praktik perwalian nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang 

dari enam bulan (qobla sittah)? 

12. Apa dasar hukum pendapat (saudara) tentang wali nikah tersebut? 

“Dasar hukumnya adalah fiqh, karena dalam fiqh jelas mengatur siapa-siapa 

saja yang berhak menjadi wali dalam pernikahan”. 

13. Apakan setiap KUA melakukan hal yang sama? 

“Tidak, tidak semua KUA berani melakukan hal ini”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasil Wawancara 2 

Nama Narasumber : Drs. Suroso Haryanto 

Jabatan di KUA : Kepala KUA Kecamatan Wonokerto 

  Kabupaten Pekalongan 

Tahun menjabat : 2022- Sekarang 

 

Hasil wawancara kepada narasumber (Pegawai di KUA Kecamatan 

Wiradesa Kabupaten Pekalongan) 

1. Siapakah nama saudara (bapak)? 

“Nama saya Suroso Haryanto”. 

2. Apa posisi atau jabatan saudara (bapak) di KUA Kecamatan Wiradesa? 

“Saya di KUA Kecamatan Wiradesa mendapat tugas untuk menjadi kepala 

KUA”. 

3. Sejak kapan saudara (bapak) menjabat? 

“Saya menjadi kepala KUA di Kecamatan Wonokerto dari tahun 2022 sampai 

sekarang”. 

4. Dimana sajakah saudara (bapak) pernah ditugaskan? 

“Saya pernah ditugaskan untuk menjadi kepala Kantor Urusan Agama di 

Kecamatan Wiradesa dan dipindah tugaskan di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Wonokerto”. 

5. Bagaimana pandangan atau pendapat saudara (bapak) tentang nikah hamil? 

“nikah hamil itu di lihat dulu dari statusnya masih perawan apa sudah janda, 

ketika masih perawan menurut Undang-Undang itu tidak masalah, tetapi 

kalau statusnya janda maka harus di cek keberadaan si perempuan dalam 

masa iddah atau bukan, ketika masa iddah maka harus menunggu masa iddah 

terlebih dahulu(setelah melahirkan) ketika hamilnya sebelum atau sesudah 

masa iddah maka kembali seperti semula sebagai status perawan”.  

6. Apakah saudara (bapak) pernah berbincang langsung dengan pelaku nikah 

hamil? 



“Ya, ketika pada saat pengecekan Masalah nikah hamil hal tersebut sangat 

banyak terjadi dilingkungan kita terutama pada pernikahan dengan usia muda, 

dan saya sering mendapati hal tersebut”. 

7. Menurut saudara (bapak) mengapa nikah hamil bisa terjadi? 

“Pernikahan sejenis ini sebenarnya terjadi karena banyak faktor diantaranya; 

disebabkan karena belum paham atau mengerti dan kurangnya kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya menjaga keinmanan seseorang untuk 

menghindari perbuatan zina sehingga agar tidak terjai nikah hamil, selain itu 

juga karena pengaruh teknologi seperti Hp sehingga bisa memicu terjadinya 

nikah hamil”. 

8. Bagaimana dampak yang timbul dari nikah hamil? 

“Dampaknya, yakni pada anaknya yang perempuan. Ketika si perempuan 

mau menikah maka walinya menurut jumhur ulama’ menggunakan wali 

hakim, namun kalu menurut KHI dan UU pernikahan tahun 1974 boleh 

dengan wali nasab”. 

9. Siapakah wali nikah bagi anak hasil nikah hamil menurut saudara (bapak)? 

“Mengenai siapa walinya, jelas menjadi problem yang sulit untuk 

memutuskanya karena disatu sisi pernikahan yang akan dilakukan di Kantor 

Urusan Agama ini kan, berdasarkan dua sember hukum yakni hukum Islam 

dan hukum negara atau Undang-Undang, jika pernikahan tersebut sah 

menurut hukum agama atau diatur dalam ilmu fiqh belum tentu ini sah 

menurut Undang-Undang atau dapat diakui oleh negara karena pernikahan 

yang terjadi tidak dicatatkan, dan bisa saja sebaliknya, jadi tidak pasti siapa 

wali nikah bagi anak hasil pernikahan siri bisa saja disatu kasus walinya 

adalah bapaknya karena pernikahannya sah menurut agama tapi bisa saja 

walinya wali hakim”. 

10. Bagaimana cara saudara (bapak) dapat menentukan siapa wali nikah bagi 

anak hasil nikah hamil? 

“Cara menentukan wali nikah ini sebenarnya tidak diatur oleh Undang-

Undang, didalam PMA nomor 19 tahun 2018 pasal 4 yang menerangkan 

tentang syarat yang harus dipenihi dalam pendaftaran kehendak nikah ini 



tidak mensyaratkan buku nikah atau akta nikah orang tua calon mempelai 

untuk dilampirkan, maka penentuan wali nikah menjadi tanggungjawab 

KUA, sebenarnya tidak hanya pernikahan anak hasil nikah siri saja yang 

harus dibuktikan siapa wali nikahnya, akan tetapi pernikahan yang sah 

menurut agama atau memiliki buku nikah pun harus dibuktikan keasliannya 

karena serig terjadi pemalsuan buku nikah atau keasliannya diragukan”. 

11. Bagaimana praktik perwalian nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang 

dari enam bulan (qobla sittah)? 

“ditawarkan terlebih dahulu mau menggunakan wali nasab atau dengan wali 

hakim” 

12. Apa dasar hukum yang digunakan dalam menentukan wani nikah bagi abak 

perempuan yang lahir kurang dari enam bulan? 

“Karena pernikahan yang dilangsungkan secara agama maka dasarnya hukum 

agama atau fiqh munakahat”. 

13. Apakan setiap KUA melakukan hal yang sama? 

“Tidak, ada beberapa kasus diluar KUA Kecamatan Wonokerto yang dalam 

kasus anak lahir dari hasil nikah hamil yang menggunakan bukan wali hakim 

tetapi dengan wali nasab”. 

 



Hasil Wawancara 3 
 

Nama Narasumber : Mustofa 

Jabatan di KUA : Staf KUA 

Tahun menjabat : 2021 

 

Hasil wawancara kepada narasumber (Pegawai di KUA Kecamatan 

Wiradesa Kabupaten Pekalongan) 

1. Siapakah nama saudara (bapak)? 

“Nama saya Mustofa”. 

2. Apa posisi atau jabatan saudara (bapak) di KUA? 

“Saya di KUA sebagai Staf KUA”. 

3. Sejak kapan saudara (bapak) menjabat? 

“Sejak tahun 2021” 

4. Dimana sajakah saudara (bapak) pernah ditugaskan? 

“Pertama saya menjadi staf KUA di Kecamatan Wonokerto, saat itu di KUA 

Kecamatan Wiradesa kemudian di KUA Kesesi dan yang saat ini di 

Kecamatan Wonokerto”. 

5. Bagaimana pandangan atau pendapat saudara (bapak) tentang nikah hamil? 

“lihat statusnya perawan atau janda” 

6. Apakah saudara (bapak) pernah berbincang langsung dengan pelaku nikah 

hamil?  

“ Tidak” 

7. Menurut saudara (bapak) mengapa nikah hamil bisa terjadi? 

“karena harus melakukan atau melaksanakan nikah”. 

8. Bagaimana dampak yang timbul dari nikah hamil? 

“ketika anak nya lahir maka pernikahannya akan pisah atau akan terus 

dijalani”. 

9. Siapakah wali nikah bagi anak hasil nikah hamil menurut saudara (bapak)? 

“wali nikahnya dari wali hakim”. 



10. Bagaimana cara saudara (bapak) dapat menentukan siapa wali nikah bagi 

anak hasil nikah hamil? 

“dari tanggal nikah orang tua dan kelahiran anak perempuannya”. 

11. Bagaimana praktik perwalian nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang 

dari enam bulan(qobla sittah)? 

“ini adalah wewenang pak Kepala KUA Kecamatan Wonokerto” 

12. Apa dasar hukum yang digunakan dalam menentukan wali nikah bagi anak 

perempuan yang lahir kurang dari enam bulan?  

“Kemenag, UU Perkawinan tahun 1974” 

13. Apakan setiap KUA melakukan hal yang sama dalam menentukan wali 

nikah? 

“Tidak, ini adlah kebijakan khusus kepala KUA Kecamatan Wonokerto”
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